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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penipuan e-commerce dapat dituntut secara pidana dengan
melaporkan kepada aparat penegak hukum (polisi). Lembaga penegak
hukum melacak keberadaan penjahat dengan melacak alamat Internet
Protocol (IP) yang disimpan di server manajemen situs web / beranda. Ini
digunakan oleh penjahat sebagai sarana penipuan. Saat ini, dasar hukum
jeratan pelaku penipuan adalah Pasal 378 KUHP yang menjadi dasar
jeratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal pembuktian, aparat
penegak hukum dapat menggunakan alat bukti elektronik dan/atau hard
copy sebagai perpanjangan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal
5(2) UU ITE selain alat bukti konvensional lainnya menurut KUHAP.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban e-commerce
dimaksudkan sebagai kesepakatan baku karena klausul ini tidak dapat
dinegosiasikan oleh pihak lain. Mengambil atau membiarkannya adalah
pilihan para pihak dalam perjanjian ini dan cenderung merugikan pihak-
pihak yang kurang memiliki kendali. Perlindungan hukum bertujuan
untuk mencegah konsumen menderita kerugian sebagai akibat dari
kondisi yang dipaksakan secara sepihak.

3. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas

kejahatan e-commerce adalah mengetahui keberadaan dan keberadaan
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pelaku penipuan, mengungkap detail nasabah penipu yang terkait dengan
kerahasiaan perbankan, dan sulitnya menemukan mereka, itu adalah bukti
dari banyak hal. Selain itu, kesadaran hukum di masyarakat yang
melaporkan kejahatan ini masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, penyidik akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan
komunikasi dan informasi, dengan bantuan tenaga ahli di bidang
teknologi informasi, untuk memberikan informasi nasabah kepada
pimpinan Aparat Penegak Hukum Bank Indonesia melalui Kapolri.
permintaan pengungkapan untuk Yang memberikan nasehat kepada
Daerah — Daerah tentang Kantivenath, untuk membantu masyarakat
memahami akibat dari tindak pidana transaksi jual beli online dan
mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
B. Saran

1. Pemerintah harus segera mengadopsi peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan perdagangan agar dapat
digunakan dalam praktik untuk melindungi dan memberantas pelaku
kejahatan siber. Seharusnya aparat penegak hukum mulai menegakkan
UU No. 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan karena sanksi pidana yang
begitu berat dan efektif sebagai pencegah pelaku kejahatan dunia maya. Ini
membantu orang merasa terlindungi dan nyaman saat berdagang online.

2. Korban e-commerce didorong untuk melaporkan atau mengadu kepada
pihak berwenang tanpa ragu-ragu jika hak mereka telah dilanggar oleh

sebuah bisnis.
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3. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan sosialisasi
tentang e-commerce, UU ITE, UUPK, dan memberi tahu publik bahwa
Indonesia memiliki undang-undang untuk melindungi publik saat

melakukan e-commerce.
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